
  BUPATI YAHUKIMO  
PROVINSI PAPUA 

SALINAN 
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  

NOMOR  :  81    TAHUN 2022 
 

TENTANG 
PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK 

DAN RETRIBUSI DAERAH DAN RUMAH SAKIT UMUM  DAERAH DEKAI  DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO  

TAHUN ANGGARAN 2022 
Lampiran  : 1 (satu) 

 
BUPATI  YAHUKIMO, 

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan 
daerah maka perlu mengangkat bendahara penerimaan  pada 
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Rumah Sakit 
Umum Daerah; 

 
b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati Yahukimo 
 

 
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 

Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di 
Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47); 

 
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 

Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) 
sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2021 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2021 Nomor 155, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 
 

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, 
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, 
Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, 
Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, 
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk 
Wondama,  di Provinsi   Papua    (Lembaran   Negara    Tahun    
2002 Nomor 129); 
 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5); 
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 
Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
 

7. Peraturan Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005  tentang  Dana  
Perimbangan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005  tentang  Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran  Negara  
Republik  Indonesia  Tahun  2006  Nomor  25, Tambahan  
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5155); 

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun  2010  tentang  Tata  
Cara  Pemberian  dan  Pemanfaatan  Intensif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 ); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 
tentang Organisassi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
2022 ( Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 
1 ); 

19. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 ( Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022  
Nomor 2). 

 
Memperhatikan: 1. Surat dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dekai Nomor 

445/006/ RSUD- DEK/2022 tanggal 3 Februari 2022 Perihal 
Pengusulan Bendahara. 
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M E M U T U S K A N 
 

Menetapkan  :  
K E S A T U    : Mengangkat bendahara Penerimaan pada Badan Pengelolaan Pajak 

dan Retsibusi Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Dekai Tahun 
Anggaran 2022 sebagaimana dalam Lampiran Kertusan ini; 

  
  KEDUA Bendahara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diatas 

mempunyai tugas yaitu: 
a. menerima, menyimpan, menyetor ke rekening kas umum daerah; 
b. menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan 

daerah yang diterimanya. 
 
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara dimaksud Diktum 

KESATU dapat diberikan tunjangan fungsional sesuai ketentuan 
yang berlaku; 

 
KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                          
                                                                           Ditetapkan di :  Sumohai 

                                                              Pada tanggal  :  01 April 2022 
 

BUPATI YAHUKIMO, 
 

CAP/TTD 
 

       DIDIMUS YAHULI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untuk salinan yang sah sesuai 
Dengan yang asli 

a.n. Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN 

Plt. KASUBAG PERUNDANGAN-UNDANGAN 
 
 
 
 

DANIEL PARANDUK 
NIP.19790811 201004 1 001 

 



 
 

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo                                                                                         
           Nomor   : 81 Tahun 2022 
           Tanggal : 01 April 2022 

 

NO 
SATUAN KERJA 

PERANGKAT 
DAERAH 

PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA 
BARANG BENDAHARA PENERIMA 

NOMOR REKENING 
PENERIMAAN 

1 2 3 6  

1. 
Badan Pajak 
dan Retribusi 

Daerah 

Mustan, SH 
19681221 2003121005 
Pembina ( IV/a ) 
Kepala Badan 

Matius Palungan, ST 
19810327 201004 1002 
Penata (III/c) 7020105002303 

2.  Rumah Sakit 
Umum Daerah 

Dr. Glent M. Nurtanio, M.Kes.SpPK 
19711011 200605 2 001 
Pembina TK.I (IV/b) 
Kepala RSUD 

Veni Lolo, A.Md. Kep 
19870213200909 2002 
Penata Muda Tk.I (III/b) 702211005002081 

 
 

       
 BUPATI YAHUKIMO, 
 
  CAP/TTD 

                 
DIDIMUS YAHULI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untuk salinan yang sah sesuai 
Dengan yang asli 

a.n. Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN 

Plt. KASUBAG PERUNDANGAN-UNDANGAN 
 
 
 
 

DANIEL PARANDUK 
NIP.19790811 201004 1 001 

 


